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Abstraksi 
Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas wajib diberikan, be-
gitu juga perlindungan hukum bagi pelaku pelanggar lalu lintas karena lalai ber-
hak mendapatkan perlindungan yang sama. Karena dalam kecelakaan tersebut 
seringkali kesalahan bukan sepenuhnya dari pelaku pelanggar lalu lintas, bisa saja 
kelalaian dilakukan oleh korbannya sendiri. Undang-Undang yang mengatur 
mengenai kecelakaan lalu lintas karena kelalaian adalah Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Sosiologis dan analisa data 
yang dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis. Penelitian dil-
akukan di Polres Malang Kota dengan responden penelitian yaitu Kanit LAKA 
LANTAS Polres Malang Kota, dan Anggota Polisi Unit LAKA LANTAS Polres 
Malang Kota Bagian Administrasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Per-
lindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Un-
dang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di 
POLRES Malang Kota adalah: (a) Pelaku langsung diamankan di Pos polisi 
terdekat (b) Melakukan penahanan kepada pelaku (c) Memberikan 
pengertian/pemahaman kepada pelaku. 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan 
Lalu lintas, Kelalaian 
Abstraction 
 
Law protection toward traffic accident victims is obligatory given; also legal pro-
tection for traffic violators because of failing should be given the same protection. 
It is because in the accident, mostly mistakes are not fully by the violators, but 
also by the victims. The law which regulates the traffic accident because of the 
failing is Law No. 22 of 2009 about traffic and road transportation. Approach used 
in this study is juridical sociology and data analysis conducted here was using de-
scriptive analysis. This study was conducted in Polres Malang with the respondent 
of Kanit LAKA LANTAS Polres Malang, and police officers in the unit of LAKA 
LANTAS Polres Malang on administration. The result of this study concluded 
that legal protection for the violators is in article 310 verse 4 Law No. 22 of 2009 
about traffic and road transportation in POLRES Malang are: (a) The violator is 
directly kept in the nearest police station (b) Detaining the offender (c) Giving ex-
planation/understanding to the offender.  
Keywords: legal protection, traffic violator, traffic accident, imprudence 
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PENDAHULUAN 
Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi 
manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-
pindah dari satu tempat ketempat lainnya dan semakin besarnya masyarakat 
yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang 
akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.  
Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan sua-
tu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat 
berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumalah santunan 
saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung 
jawabkan perbuatannya  dengan harapan pelaku dapat dijerat dan lebih ber-
hati-hati. Berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, 
faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga 
kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagai mana mestinya. 
Menurut polisi Lalu Lintas sesuai dengan wawancara yang telah saya 
lakukan dengan Kanit LAKA LANTAS Malang Kota, hampir semua kecel-
akaan lalu lintas yang terjadi di Malang Kota, baik kecelakaan yang me-
nyebabkan luka ringan, luka berat dan kecelakaan yang mengakibatkan mat-
inya seseorang sebagian besar terjadi karena faktor kelalaian. Sehingga diper-
lukan perlindungan hukum kepada pelaku atau korban. 
Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas wajib 
diberikan, begitu juga perlindungan hukum bagi pelaku pelanggar lalu lintas 
karena lalai berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Karena dalam ke-
celakaan tersebut seringkali kesalahan bukan sepenuhnya dari pelaku pelang-
gar lalu lintas, bisa saja kelalaian dilakukan oleh korbannya sendiri. Dalam 
hal ini yang sering terjadi pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa 
akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya 
Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka  perlu mengetahui 
bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 
310 ayat 4 Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angku-
tan jalan (studi di Polres Malang Kota). 
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RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 
310  ayat 4  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota? 
2. Apa hambatan POLRES Malang Kota dalam memberikan perlindungan 
hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310  ayat 4 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di 
POLRES Malang Kota? 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Metode 
Jenis Penelitian 
 Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis Em-
piris, yaitu penelitian yang dilakukan secara teratur dan mendalam terhadap suatu 
lembaga atau gejala tertentu, yang dihubungkan dengan peraturan yang ada. 
Metode Pendekatan 
Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis so-
siologis yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum didasarkan pada kenyataan 
-kenyataan di lapangan. 
Lokasi Penelitian 
 Meningkatnya jumlah warga pendatang mengakibatkan semakin mening-
kat pula jumlah kendaraan di Malang, Hal ini tentu saja meningkatkan angka ke-
celakaan di jalan raya. 
Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara ( Interview ) 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun 
peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. 
b. Studi Kepustakaan 
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Cara pengumpulan data atau bahan-bahan yang harus digali dan diperoleh 
dari buku-buku atau literatur lain yang dapat digunakan sebagai dasar per-
timbangan dan informasi penulis 
Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah tehnik deskriptif analisis yaitu 
berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan 
apa adanya mengenai obyek penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan te-
ori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan 
yang diangkat. 
 
B. Perlindungan Hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310  ayat 
4  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angku-
tan Jalan di POLRES Malang Kota 
  Perlindungan hukum merupakan salah satu usaha untuk mengayomi dari 
hal-hal yang berbahaya. Pentingnya perlindungan hukum itu sendiri di karenakan 
perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, sehingga diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945  khususnya pada pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 
1945, serta diatur lebih lanjut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua orang memiliki hak 
untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum, begitu juga pada 
kasus kecelakaan lalu lintas. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada korban, 
saksi maupun pelaku pada kasus kecelakaan lalu lintas. Hal ini semata-mata demi 
terpenuhinya hak setiap warga Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi. 
  Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit LAKA 
LANTAS Malang Kota, ada beberapa perlindungan hukum yang di berikan Polisi 
Resort Malang Kota bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
adalah: 
1. Pelaku langsung diamankan di Pos polisi terdekat, hal ini penting di 
lakukan karenakan untuk menghindari kejadian yang tidak di-
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inginkan seperti amukan masa baik dari keluarga maupun dari orang-
orang yang tidak bertanggung jawab, bisa dari musuh pelaku mes-
kipun persentase tersebut kecil tapi bisa saja terjadi. Hal ini merupa-
kan perlindungan awal yang diberikan oleh polisi kepada pelaku tin-
dak pidana pelanggaran pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
2. Melakukan penahanan kepada pelaku. Penahanan ini dilakukan un-
tuk mempermudah petugas melindungi dan mendapat informasi dari 
pelaku secara intensif, jika korban meninggal dunia atau luka berat 
maka polisi akan langsung melakukan penahanan apabila korban 
mengalami luka ringan polisi akan memberikan kepada kedua pihak 
untuk melaksanakan penyelesaian secara damai di tempat, apabila 
tidak mendapat titik temu atau kesepakatan antar kedua belah pihak 
dalam penyelesaian tersebut maka polisi akan menyelesaiakan dikan-
tor kepolisian secara hukum.  
3. Memberikan pengertian atau pemahaman kepada pelaku agar pelaku 
menjadi lebih tenang dan tidak merasa tertekan dengan masalah yang 
sedang dihadapi. Kondisi psikologis pelaku yang seperti ini akan 
merepotkan polisi, untuk menangani hal tersebut maka seorang polisi 
harus penuh pengertian dan diplomatis serta sabar saat memberikan 
pengertian kepada pelaku, hal ini dilakukan untuk mempermudah 
polisi dalam mengumpulkan informasi serta bukti-bukti tertulis dari 
pelaku, sehingga pelaku akan mersa lebih tenang dalam mencer-
itakan kronologis kejadian tersebut. Bersikap lebih simpati terhadap 
kasus yang sedang dihadapi oleh pelaku, maka pelaku akan 
merespon pertanyaan-pertanyaan polisi dengan baik sehingga infor-
masi- informasi yang dibutuhkan oleh polisi dalam penyelesaian ka-
sus tersebut dapat terkumpul dengan baik dan akurat
1
. 
Polisi dalam menentukan pelaku atau korban tersebut terbukti bersalah atau 
tidak perlu melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
                                                          
1
 Hasil wawancara dengan KANIT LAKALANTAS Polres Malang, Kota, Ipda Joenaidi. 
dikantor laka lantas malang kota pada tanggal 29 Mei 2014 pukul 13.30 WIB 
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yang berlaku saat ini. Petugas kepolisian akan melakukan Olah TKP (Tempat Ke-
jadian Perkara) untuk mecari bukti-bukti serta informasi-informasi dari pihak- 
pihak yang terkait dalam kasus ini agar dapat menentukan penyelesaian dari kasus 
ini. Prosedur polisi dalam melakukan olah TKP ( Tempat Kejadian Pekara), yaitu: 
a. Mendatangi langsung tempat kejadian serta melihat situasi yang ada di 
tempat kejadian. Bagaimana kondisi pelaku dan juga korban serta mem-
berikan pertolongan secara medis kepada korban maupun pelaku. Menda-
tangi Langsung tempat kejadian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa 
besar kecelakaan akibat dari yang telah terjadi,  serta polisi langsung me-
meriksa bukti-bukti dilokasi kejadian.  
b. Mencatat semua informasi fisik, seperti posisi korban dan kendaraan ter-
sebut, tanda-tanda tergelincir, tanda-tanda yang dibuat oleh bagian ken-
daraan yang rusak seperti air radiator yang bocor, barang-barang yang ber-
serakan, tingkat kerusakan pada  kendaraan, kondisi jalan serta cuaca pada 
saat kejadian.Tanda-tanda tergelincir merupakan petunjuk yang paling 
penting dalam penyelidikan kecelakaan, polisi bisa menentukan per-
cepatan, arah perjalanan, titik benturan polisi dalam melakukan penguku-
ran tersebut tidak boleh menebak dan harus menggunakan alat karena hal 
itu penting untuk memberikan laporan di kepolisian atau memberikan 
kesaksian di pengadilan. 
c. Mencatat saksi-saksi di TKP (Tempat Kejadian Perkara), polisi akan be-
rusaha mencari saksi sebanyak mungkin di sekitar lokasi kejadian serta 
yang mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut karena informasi-
informasi serta keteranga-keterangan yang di dapat dari para saksi akan 
sangat bermanfaat bagi polisi untuk menjadi pertimbangan dalam 
penyelesaian kasus kecelakan tersebut. Pernyataan-pernyataan dari para 
saksi-saksi tersebut merupakan catatan permanen, catatan itu bisa 
digunakan untuk menuntut sejumlah pelanggaran seperti kecelakaan yang 
mengakibatkan kematian karena lalai, tabrak lari, mengemudi dibawah 
pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang.  
d. Tindak Lanjut Laporan Kecelakaan, Dari beberapa kasus kecelakaan yang 
telah terjadi, sebagian besar penyelidikan dapat diselesaikan dilokasi ke-
celakaan. Namun apabila kecelakaan yang mengakibatkan korban luka 
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atau tewas ditempat penyelidikan, lokasi tersebut harus ditindak lanjuti 
dengan penyelidikan-penyelidikan di rumah sakit atau tempat prektek dok-
ter untuk menentukan tingkat keseriusan luka tersebut. Karena hal tersebut 
merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang akurat ten-
tang penyebab kematian dan sifat dari luka tersebut. Polisi wajib meman-
tau para korban yang terluka sampai mereka keluar dari Rumah Sakit. 
Pemantauan ini memiliki tujuan untuk mengetahui korban masih hidup 
atau meninggal dunia sehingga Polisi mempermudah laporan
2
. 
 
C. Hambatan POLRES Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum 
bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310  ayat 4 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES 
Malang Kota 
 
Hambatan-hambatan yang di hadapi Polisi Resort Malang Kota dalam 
memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 
310 ayat(4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan terdapat dalam proses penyidikan yaitu: 
1) Keluarga korban tidak mengijinkan di lakukan otopsi pada korban, 
apabila pada korban kecelakaan Lalu Lintas tidak dilakukan pemerik-
saan otopsi maka akan mempersulit penyidik untuk mengembangkan 
dan memberikan keterangan di  berkas perkara. Jika keluarga korban 
tidak mau dilakukan otopsi biasanya keluarga korban melakukan 
penyelesaian perkara pidana ini secara kekeluargaan.  
2) Pelaku sulit untuk dimintai keterangan, hal ini terjadi karena kondisi 
psikologis pelaku yang sedikit terguncang akibat ketakutan yang di-
alami pelaku dan tekanan baik dari diri sendiri maupun dari pihak 
yang lain yang akan mengakibatkan keterangan yang di berikan 
pelaku kepada polisi penyidik terbatas dan cenderung kurang akurat. 
Dalam hal ini polisi harus mencari solusi yang baik agar membuat 
pelaku menjadi tenang, nyaman tanpa tekanan dari pihak manapun. 
Agar pelaku mudah untuk dimintai keterangan. 
                                                          
2
 ibid 
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3) Meminta kepada polisi untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadi-
lan, polisi akan sulit memberikan perlindungan kepada pelaku karena 
kelanjutan perkara tersebut belum tentu mencapai kesepakat kedua be-
lah pihak untuk berdamai, dikawatirkan masih ada pihak-pihak yang 
tidak terima. 
4) Sulit mencari saksi dalam kejadian, dalam kejadian kecelakan sangat 
sulit untuk mencari saksi yang mau mengetahui kejadian yang 
sebenarnya, karena menurut saksi hal tersebut akan menyita waktu 
mereka dan kebanyakan para saksi hanya melihat sekilas, apa lagi ke-
jadian tersebut terjadi ditempat yang sepi hal tersebut membuat polisi 
sulit menentukan perkara kejadian karena saksi tidak jelas melihat ke-
jadian bahkan tidak ada saksi sama sekali 
5) Adanya kesepakatan bersama antara para pihak, biasanya para pihak 
menyelesaiakan perkara dengan melakukan kesepakatan sendiri, hal 
tersebut membuat polisi sulit untuk melakukan penyidikan sehingga 
kasus terhenti
3
. 
 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil pembahasan atas 2 permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310  
ayat 4  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota adalah: 
a. Pelaku langsung diamankan di Pos polisi terdekat 
b. Melakukan penahanan kepada pelaku 
c. Memberikan pengertian/pemahaman kepada pelaku.  
2. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut dapat diketahui faktor 
yang menjadi hambatan POLRES Malang Kota dalam memberikan perlin-
dungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310  ayat 4 
                                                          
3
Hasil wawancara dengan KANIT LAKALANTAS Polres Malang, Kota, Ipda Rudi 
Hidajanto, dikantor laka lantas malang kota pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 10.30 
WIB  
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angku-
tan Jalan adalah: 
a. Keluarga korban tidak mau di lakukan pemeriksaan otopsi terhadap 
mayat korban kecelakaan.  
b. Pelaku sulit untuk dimintai keterangan,  
c. Meminta kepada polisi untuk tidak melanjutkan perkara ke penga-
dilan. 
d. Sulit mencari saksi dalam kejadian.  
e. Adanya kesepakatan bersama antara para pihak. 
 
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan saran yang dapat saya berikan yai-
tu : 
1. Polisi harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa 
penyelesaian perkara kecelakaan menggunakan konsep “Restora-
tive Justice” atau penyelesaian diluar pengadilan dapat menjadi sa-
lah satu cara alternative untuk menyelesaikan perkara dengan men-
gutamakan sikap saling toleransi serta menghormati satu sama lain. 
2. Mengkaji ulang pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kelalaian.  
3. Dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas, polisi harus ber-
sikap lebih ramah serta memberikan pemahmanan bahwa saksi ju-
ga mendapatkan perlindungan hukum  sehingga tidak perlu takut 
untuk menjadi saksi.  
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